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KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan kemudahan sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon

Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari

pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara

kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai

KIPM Ambon menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud

transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain

merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Balai KIPM

Ambon. Kinerja Balai KIPM Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja

yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis

sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Balai KIPM

Ambon Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana

yang ditetapkan dan bahkan ada yang melebihi dari target yang telah di

tetapkan, ini dikarena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat

dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap

komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat

dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui

laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan

efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Balai KIPM Ambon dalam

mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment.

Ambon, 15 Januari 2025
Kepala,

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si
NIP. 19800527 200312 1 001
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45

Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia serta Peraturan

Presiden No. 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan

Perikanan, maka terjadi perubahan secara signifikan dalam tubuh

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perubahan ini dirasakan oleh

salah satu unit eselon satu Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan (BKIPMKHP) yang bertransformasi menjadi Badan

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

(BPPMHKP), dimana tugas perkarantinaan ikan yang dulu di emban

oleh BKIPMKHP sekarang telah beralih ke Badan Karantina Indonesia

(BKI). Untuk itu yang menjadi tugas pokok BPPMHKP saat ini adalah

menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan

dan perikanan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 32

Perpres No. 38 Tahun 2023. Didalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan No. 2 Tahun 2025 BPPMHKP mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian

dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

hasil kelautan dan perikanan;

c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

hasil kelautan dan perikanan;

d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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Secara struktur organisasi BPPMHKP terdiri dari satu Sekretariat

dan tiga pusat, yaitu :

a. Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan;

Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi

pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan, dengan fungsi :

1. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran,

pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan;

2. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan

negara pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan;

3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur,

organisasi, dan tata laksana pada Badan Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

4. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi

hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan;

5. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan

informasi publik pada Badan Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
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6. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

7. koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah

tangga dan perlengkapan pada Badan Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

8. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan;

9. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan; dan

10. pelaksanaan urusan administrasi Badan Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

b. Pusat Manajemen Mutu;

Pusat Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan

manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan,

dengan tugas :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program

manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan

perikanan;

2. pembangunan, pengembangan, dan harmonisasi sistem

jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

3. pengoordinasian penyusunan rancangan standar nasional

Indonesia bidang mutu dan keamanan hasil kelautan dan

perikanan;
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4. pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan

lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan

mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

5. pengembangan laboratorium acuan, laboratorium penguji,

dan jejaring laboratorium di bidang pengendalian dan

pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan

perikanan;

6. pengelolaan sistem ketertelusuran di bidang pengendalian

dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan

perikanan;

7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan manajemen mutu dan keamanan hasil

kelautan dan perikanan; dan

8. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Manajemen Mutu.

c. Pusat Mutu Produksi Primer;

Pusat Mutu Produksi Primer mempunyai tugas melaksanakan

pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan,

penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan, dengan tugas :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program

pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil

kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;

2. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan

dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta

survailen pada sertifikasi dan ketertelusuran mutu dan
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keamanan hasil kelautan, penangkapan ikan, dan

pembudidayaan ikan;

3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil

kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan; dan

4. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Mutu Produksi Primer.

d. Pusat Mutu Pascapanen.

Pusat Mutu Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan

pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan,

pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil

kelautan dan perikanan, dengan tugas :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program

pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan

pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;

2. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan

dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta

survailen pada sertifikasi mutu dan sertifikasi produk serta

ketertelusuran mutu dan keamanan penanganan, pengolahan,

pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan

dan perikanan;

3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan,

pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian

hasil kelautan dan perikanan; dan

4. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Mutu Pascapanen.
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Sejalan dengan terbitnya kedua Perpres tersebut, maka terjadi

pergeseran di beberapa lini, bukan hanya terkait tugas dan fungsi

BPPMHKP, melainkan terdapat perubahan pada postur anggaran dan

ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh

BPPMHKP. Salah satunya adalah pemotongan anggaran di Balai KIPM

Ambon sebesar Rp.3.367.427.000 dari yang awalnya Rp.8.513.535.000

menjadi Rp.5.146.108.000 untuk dialihkan ke BKI. Tidak hanya terkait

anggaran, SDM Balai KIPM Ambon juga mengalami penyederhanaan

dari yang awalnya 31 pegawai sekarang hanya tinggal 11 orang

pegawai, karena dimutasikan ke Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan

(BKHIT) Maluku.

Namun sampai dengan LKj ini dibuat, Peraturan Menteri KKP

terkait Organiasai dan Tata Kerja UPT BPPMHKP belum terbit,

sehingga UPT masih menggunakan nomenklatur yang lama yaitu

Balai/Balai Besar/Stasiun KIPM, demikian halnya dengan Balai KIPM

Ambon.

Di tahun 2024, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan Ambon (Balai KIPM Ambon) mengalami dua

kali perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pasca terbitnya Perpres

38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Triwulan I, II dan III Balai KIPM Ambon bertanggung jawab

mewujudkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator

Kinerja Utama, sedangkan pada Triwulan IV Balai KIPM Ambon

diamanahkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 14 (empat belas) Indikator

kinerja Utama.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Karantina

Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada
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Tahun 2024 sebesar 111,49%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian

Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai

KIPM Ambon yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada Triwulan I – III, 17 Indikator Kinerja Utama yang menjadi Target

kinerja Balai KIPM Ambon di tahun 2024 semuanya tercapai bahkan

ada yang melebihi dari target.

2. Pada Triwulan IV, dengan adanya perubahan Indikator Kinerja

Utama, yang awalnya 17 IKU menjadi 14 IKU, dan semua indikator

kinerja itu dinyatakan memenuhi dan ada yang melebihi target.

3. Indikator kinerja yang memenuhi dan melebihi target yang telah

ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang

memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai

KIPM Ambon, dari target 70% tercapai 100%

2) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen

yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT

Balai KIPM Ambon, dari target 70% tercapai 100%

3) Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup

UPT Balai KIPM Ambon, dari target 70% tercapai 100%

4) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan

ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon, , dari target 99% tercapai

100%

5) Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium

penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon, dari

target 70% tercapai 83,10%

6) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM

Ambon, dari target nilai indeks 3,36 tercapai nilai indeks 4,00

7) Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon dari target

nilai indeks 86,00 tercapai nilai indeks 89,30
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8) Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon, dari

target nilai 82,00 tercapai 83,75

9) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon

dari target nilai 71,00 tercapai nilai 85,00

10) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai

KIPM Ambon dari target nilai 93,76 tercapai nilai 96,53

11) Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon dari target

100 % tercapai 100 %

12) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk

perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon dari target 80 % tercapai

100 %

13) Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM

Ambon dari target 80 % tercapai 100 %

14) Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Ambon dari target

80 % tercapai 84,34 %

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2024

sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-

032.13.2.649750/2024 Tanggal 30 November 2024 setelah direvisi

sebesar Rp.5.396.566.000,- (lima milyar tiga ratus sembilam puluh

enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah). Anggaran

tersebut sudah termasuk untuk penyelengaraan kegiatan yang

dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar

Rp.34.510.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupah).

Pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 tersebut terdiri atas

realisasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp.2.543.454.38,- atau

99.58%, realisasi anggaran belanja barang sebesar

Rp.2.803.653.762,- atau 98,64% dan di tahun 2024 ini Balai KIPM

Ambon tidak tersedia anggaran untuk belanja modal
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu agenda pembangunan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah

memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan

dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi

akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing

melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup

pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber

daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi

peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi,

industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain

menitikberatkan pembangunan pada tujuan pembangunan berkelanjutan,

sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan

pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas

kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan

pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi

ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang

kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri

Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan

stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan,

pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan,
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dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat

dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan

Perikanan 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan

Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

(BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi

sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional,

mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung

industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta

mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam

menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati

perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi

tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas

konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan

khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka

keterkaitan mendasar peran Balai karantina Ikan, pengendalian Mutu

dan keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam mendukung pencapaian

sasaran tersebut adalah dengan menyelenggarakn pengedalian dan

pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

kemampuan untuk memberikan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya di sebut SISJAMU,

adalah upaya untuk pencegahan dan pengendalian yang harus

diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai pemasaran untuk

menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman

bagi kesehatan manusia.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil

Perikanan Ambon adalah salah satu unit pelaksana teknis yang
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merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yang saat ini masih

menunggu terbitnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Unit Pelaksana Teknis

(UPT) BKIPM.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh

Balai KIPM Ambon yaitu Unit Pelaksana Teknis yang memberikan

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

yang selanjutnya di sebut SISJAMU, adalah upaya untuk pencegahan

dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra

produksi sampai pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan

perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Dalam rangka mewujudkan good governance sebagaimana

telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No.

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi

Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk

teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap

instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam satu tahun
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anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan

Ambon, maka disusun Pelaporan kinerja Balai KIPM Ambon.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Ambon

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor: 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perianan, Pasal 171 menyebutkan bahwa

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalain dan

pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, dan

dalam pasal 172 meyebutkan bahwa Badan Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian

dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

b) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

hasil kelataun dan perikanan;

c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan

pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

d) pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan

e) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Balai KIPM Ambon sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-

KP/2020. Struktur organisasi Balai KIPM Ambon dapat dilihat pada

gambar 1.
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Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon

1. Kepala

Balai KIPM Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

dipimpin oleh seorang Kepala UPT Eselon III.a yang membawahi 1 (satu)

Jabatan Struktural Kepala Subbagian Umum Eselon IV.a dan kelompok

Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan

hubungan tata kerja, antara lain:
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 Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik

dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana

Teknis BKIPM maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana

Teknis BKIPM sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

 Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila

terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

 Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai

dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.

 Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan

pemberian bimbingan kepada bawahannya.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan

pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan,

urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana,

kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta

pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan

pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit

Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan

Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan memberikan terkait dengan tugas dan fungsi

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil
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Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan

keterampilan maka ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan

Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit

Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan

Hasil Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai

tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-

masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis

Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan.

1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah

ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan

berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan

dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan

demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan Ambon dapat dilihat pada gambar 2.
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Gambar 2. Peta Strategi Balai KIPM Ambon

PETA STRATEGIS BALAI KIPM AMBON
TAHUN 2024



15

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Penetapan Kinerja

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan Ambon telah menetapkan Sasaran kegiatan dan indikator

kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dimana

terdapat 3 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja utama. Adapun

sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama Balai KIPM Ambon Tahun

2024 dapat dilihat pada tabel 1.

Sasaran dan indikator kinerja tahun 2024, dibagi menjadi 4

Triwulan, dengan sasaran kegiatan sebanyak 4 sasaran strategis, pada

TW I Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan Ambon bertanggung jawab mewujudkan 7 (tujuh) indikator

kinerja utama, pada TW II sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja utama,

pada TW III sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja utama, dan pada TW IV

sebanyak 14 (empat belas) indikator kinerja utama.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Balai KIPM
Ambon Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

SK.1 Pengendalian dan
pengawasan mutu
Hasil
Kelautan Perikanan

1

Persentase hasil kelautan dan
perikanan sektor produksi primer
yang memenuhi standar mutu dan
keamanan pangan lingkup UPT
Balai KIPM Ambon (%)

70

2

Persentase hasil kelautan dan
perikanan sektor produksi pasca
panen yang memenuhi standar
mutu dan keamanan pangan
lingkup UPT Balai KIPM Ambon
(%)

70
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

3

Persentase pengawasan mutu
hasil perikanan di wilayah RI
lingkup UPT Balai KIPM Ambon
(%)

70

4

Rasio ekspor ikan dan hasil
perikanan yang diterima oleh
negara tujuan ekspor lingkup UPT
Balai KIPM Ambon (%)

99

SK.2 Pengendalian
sistem jaminan
mutu dan
keamanan hasil
kelautan dan
perikanan yang
konsisten sesuai st
andar

5

Nilai pemenuhan penerapan
sistem manajemen mutu
laboratorium penguji dan
Lembaga inspeksi lingkup Balai
KIPM Ambon (%)

70

SK.3 Tata Kelola
Pemerintahan yang
baik di Lingkungan
BKIPM

6
Indeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan UPT Balai KIPM
Ambon (Nilai indeks)

3,36

7
Indeks Profesionalitas ASN
lingkup UPT Balai KIPM Ambon
(Nilai indeks)

86

8
Nilai penilaian mandiri SAKIP
lingkup UPT Balai KIPM Ambon
(Nilai)

82

9
Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran lingkup UPT Balai
KIPM Ambon (Nilai)

71

10
Nilai indikator kinerja pelaksanaan
anggaran (IKPA) lingkup UPT
Balai KIPM Ambon (Nilai)

93,76

11
Penyelesaian temuan BPK
lingkup UPT Balai KIPM Ambon
(%)

100

12

Persentase rekomendasi hasil
pengawasan yang dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja lingkup
Balai KIPM Ambon (%)

80
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

13
Tingkat kepatuhan pengadaan
barang/ jasa lingkup UPT Balai
KIPM Ambon (%)

80

14
Tingkat kepatuhan BMN lingkup
UPT Balai KIPM Ambon (%)

80

2.2 Rencana Strategis

Rencana strategis adalah dokumen perencanaan jangka panjang

yang mengarahkan suatu organisasi, termasuk menetapkan tujuan

utama dan sasaran. Penetapan kinerja, di sisi lain, adalah proses

mengidentifikasi dan menetapkan target kinerja spesifik yang selaras

dengan rencana strategis. Rencana strategis menjadi dasar bagi

penetapan kinerja, memastikan bahwa kinerja yang diukur relevan

dengan tujuan organisasi jangka panjang.

Rencana strategis yang digunakana untuk pencapaian kinerja yang

telah ditetapkan oleh BPPMHKP kepada Balai KIPM Ambon, adalah

sebagai berikut:

1) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer

yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT

Balai KIPM Ambon.

Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan

budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan

tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar,

kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.



18

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan

Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus

diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan

pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang

bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan

Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui

penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang

berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati

perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan

pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan

Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)

2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam

negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil

inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

2) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca

panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup

UPT Balai KIPM Ambon.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen

yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah

ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk

hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi:

PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang
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telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang

ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan

Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus

diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan

pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang

bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan

Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui

penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian

kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap

dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas,

memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi

Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk

perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan

Perikanan mengacu kepada:

a. Standar Nasional Indonesia (SNI);

b. Standar Internasional (Codex Alimentarius);

c. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri

atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan

berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses,

dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani

dan/atau diolah.

3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara

tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon
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Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh

negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah

ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit)

dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan

terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor

(HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah

memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta

tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini

penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan

kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan

internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang

menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi

persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan

Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi

persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil

Kelautan dan Perikanan.

4. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup

UPT Balai KIPM Ambon.

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi

bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan

keamanan hasil perikanan

Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI

merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang

meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun

2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui

monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran
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kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang

konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar

Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi

oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian

sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan

parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya

(formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi

wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik

Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil

perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun

konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan

cemaran kimia berbahaya.

5. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium

pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon.

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu

laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil

penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi

standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025

dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase

berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah

ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa

laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap

standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah

menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem

manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium
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pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai

acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai

laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling

pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam

maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu

laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang

dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;

2. Persyaratan Umum;

3. Persyaratan Sumber Daya;

4. Persyaratan Sistem Manajemen

5. Acuan Normatif;

6. Persyaratan Struktural;

7. Persyaratan Proses;

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk

Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis,

standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi

menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat

sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-

rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO

17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum

2. Persyaratan Struktural

3. Persyaratan Sumberdaya

4. Persyaratan Proses

5. Persyaratan Sistem Manajemen



23

6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup UPT Balai

KIPM Ambon.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit

Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik

SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat

menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses

Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat:

https://ptsp.kkp.go.id/skm/login Aplikasi yang terdapat di web tersebut

dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT

BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa

Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif;

Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana;

Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai

total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap

profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka

miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang

menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,

kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam
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melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun

2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas

profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA,

Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN

dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas

Aparatur Sipil Negara

8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Ambon.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu

kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari

yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan

(output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi

SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas

implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran

kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan

implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

9. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon.

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP

merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang

didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate
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disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

efektifitas sistem pengendalian intern

10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan

untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal

berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi

baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun

2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti

(berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang

dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup

BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP

11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup

UPT Balai KIPM Ambon.

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk

mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja

Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi

perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan

kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi

menjadi 4 (empat), antara lain :

a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA≥ 95;

b. Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA > 95;

c. Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau
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d. Kurang, apabila nilai IKPA >70

12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup UPT

Balai KIPM Ambon.

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja

perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai

untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas

perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja

anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan

Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran

melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466

Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian

dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap

Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan

aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan

hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-

masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai

Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;

2. Baik, apabila NKA >80 – 90;

3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;

4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;

5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

13. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT

Balai KIPM Ambon.
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Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan

dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT BPPMHKP telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Ambon.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT diukur

berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun

2023 (bobot 10%);

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk

pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke

pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);

3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali

(revaluasi aset) Tahun 2017-2023 (bobot 20%);

4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di

dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara

Pemakaian (bobot 25%);

5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara

tepat waktu (bobot 20%).
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator

kinerja dan analisis hasil capaiannya. Pengukuran pencapaian indikator

kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab

setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk selanjutnya dianalisis

upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan

dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Pada tahun 2024, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3

(tiga) sasaran kegiatan dan 14 (empat belas) indikator kinerja utama,

dengan nilai capaian dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai pencapaian

sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada Tahun 2024 adalah sebesar

114,97. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan

target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon. Nilai NPSS

Balai KIPM Ambon pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi kinerjaku

dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi Kinerjaku
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Tabel 2. Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Balai KIPM Ambon

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET CAPAIAN %

SK.1 Pengendalian
dan
pengawasan
mutu Hasil
Kelautan Perik
anan

1

Persentase hasil kelautan dan
perikanan sektor produksi primer
yang memenuhi standar mutu
dan keamanan pangan lingkup
UPT Balai KIPM Ambon (%)

70 100 120

2

Persentase hasil kelautan dan
perikanan sektor produksi pasca
panen yang memenuhi standar
mutu dan keamanan pangan
lingkup UPT Balai KIPM Ambon
(%)

70 100 120

3

Persentase pengawasan mutu
hasil perikanan di wilayah RI
lingkup UPT Balai KIPM Ambon
(%)

70 100 120

4

Rasio ekspor ikan dan hasil
perikanan yang diterima oleh
negara tujuan ekspor lingkup
UPT Balai KIPM Ambon (%)

99 100 101

SK.2 Pengendalian
sistem jaminan
mutu dan
keamanan
hasil kelautan
dan perikanan
yang
konsisten sesu
ai standar

5

Nilai pemenuhan penerapan
sistem manajemen mutu
laboratorium penguji dan
Lembaga inspeksi lingkup Balai
KIPM Ambon (%)

70 83 118,71

SK.3 Tata Kelola
Pemerintahan
yang baik di
Lingkungan
BKIPM

6
Indeks kepuasan masyarakat
terhadap layanan UPT Balai
KIPM Ambon (Nilai indeks)

3,36 4,00 119,05

7
Indeks Profesionalitas ASN
lingkup UPT Balai KIPM Ambon
(Nilai indeks)

86 89,30 103,84

8
Nilai penilaian mandiri SAKIP
lingkup UPT Balai KIPM Ambon
(Nilai)

82 83,75 102,13

9
Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran lingkup UPT Balai
KIPM Ambon (Nilai)

71 85 119,72

10

Nilai indikator kinerja
pelaksanaan anggaran (IKPA)
lingkup UPT Balai KIPM Ambon
(Nilai)

93,76 96,53 102,95

11
Penyelesaian temuan BPK
lingkup UPT Balai KIPM Ambon
(%)

100 100 100
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SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET CAPAIAN %

12

Persentase rekomendasi hasil
pengawasan yang dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja lingkup
Balai KIPM Ambon (%)

80 100 120

13
Tingkat kepatuhan pengadaan
barang/ jasa lingkup UPT Balai
KIPM Ambon (%)

80 84,34 105,43

14
Tingkat kepatuhan BMN lingkup
UPT Balai KIPM Ambon (%)

80 97,50 120

5.1 Analisis dan Evaluasi

Capaian kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan

Keamanan hasil perikanan Ambon pada sasaran strategis Ekonomi

Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat, dengan sasaran kegiatan

terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan diukur

dengan menganalisis capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

target capaiannya pada tahun 2024. Adapun hasil analisisnya disajikan

pada poin bahasan berikut ini:

Sasaran Program : Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan
Meningkat

Sasaran Kegiatan : Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil
Kelautan Perikanan
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IKU 1
Persentase hasil kelautan dan perikanan produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup
BKIPM Ambon (%)

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan

Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus

diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan

pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang

bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan

Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui

penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang

memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam

menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan

perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi

CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB

di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan

yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang

berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati

perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan

hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan

mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);

2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau

luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi

dalam sistem OSS maupun secara manual.
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Dalam rangka mendukung program Penangkapan Ikan Terukur

(PIT), BKIPM Ambon telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi data

kapal penangkap/penampung pada tanggal 28 – 30 November 2024 di

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual dalam rangka sertfikasi

CPIB dan sertifikasi HACCP. Pembinaan dan Sertifikasi CPIB Kapal,

Pembinaan dan Sertifikasi HACCP Kapal, pembinaan dan Sertifikasi

Catch Certificate (CC), sistem ketertelusuran (traceability), penggunaan

Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) yang ramah lingkungan.

Pelaksanaan uji coba penangkapan ikan terukur (PIT) resmi

dimulai di zona III PIT tepatnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718. Pelaksanaan modeling PIT

menerapkan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ekosistem

bisnis hulu-hilir sehingga diperlukan penjaminan mutu dan keamanan

produk perikanan untuk menghasilkan produk perikanan yang

memenuhi standar mutu yang menjadi persyaratan Negara pengimpor.

Untuk itu Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan melakukan pendataan Armada tangkap dan

penampung dalam rangka mitigasi proses penjaminan mutu produk hasil

perikanan melalui sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik diatas

kapal (CPIB).

Armada tangkap dan kapal penampung yang beroperasi pada Zona III,

WPP 718 dengan jumlah 957 kapal, terdiri dar 779 kapal bertonase ≥30

GT dan 178 kapal bertonase 10-30 GT. Sebaran kapal diberbagai

pelabuhan zona III, antara lain Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual,

Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo, Pelabuhan Benjina dan Pelabuhan

Pantai Ukurlarang Tanimbar. Adapun Data Ukuran Kapal dan
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Pelabuhan yang sudah Tersertifikasi CPIB dapat dilihat pada Tabel 3 di

bawah ini dan Sertifikasi CPIB Kapal dapa diihat pada Gambar 4.

Tabel 3. Data Ukuran Kapal dan Pelabuhan Bongkar

NO
PELABUHAN

BONGKAR

GROSS

TONNAGE

(GT)
SERTIFIKA

SI CPIB
KETERANGAN

10-30 ≥30

1. PPN TUAL 16 102 20
Sertifikat CPIB

Aktif

2. PPP DOBO 151 677 - -

3.
PPP UKURLARAN

(TANIMBAR)
12 - - -

Jumlah 179 779 20 -

Gambar 4. Kegiatan Inspeksi CPIB Kapal di PT. Peduli Laut Maluku
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Selaian itu Pada tahun 2024 Balai KIPM Ambon telah melakukan

Kegiatan Inspeksi dan Surveillance pada unit Budidaya antara lain

CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan CPIB Kapal ditahun 2024 yaitu

menerbitkan sertifikat CPIB 2 (dua) tambak pembenihan yakni pada PT.

Wahana Lestari Investama di Kabupaten Maluku Tengah dan BBIAT

Mako Kabupaten Pulau Buru dan 5 (lima) inspeksi sertifikasi kapal

tangkap yakni KM. Maya Mandiri 17, KM. Maya Mandiri 15, KM. Maya

Mandiri 12, KM. Maluku Prima Makmur 128 dan KM. Maluku Prima

Makmur 02. Adapun sertifikasi CPIB Pembenihan dapat dilihat pada

Gambar 5.

Gambar 5. Kegiatan Inspeksi Sertifikasi CPIB Pembenihan
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Kegiatan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara

Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal telah diterbitkan sertifikasi

sehingga realisasi indikator kinerja ini sebesar 100% dari target 70%

sehingga capaian terhadap target sebesar 142,86%.

Realisasi indikator jika dibandingkan dengan realisasi tahun

2022 sebanyak 10 sertifikasi dengan persentase capaian 100% dan

realisasi tahun 2023 sebanyak 11 sertifikasi dengan persentase capaian

100%, maka capaian tahun 2024 sama dengan tahun 2022 dan 2023.

Jika capaian indikator kinerja Persentase hasil kelautan dan

perikanan produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan

pangan lingkup BKIPM Ambon dibandingkan dengan target pada

rencana strategis BKIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini

mencapai 142,86%.

Berikut ini ditampilkan Target, realisasi dan capaian pada IKU 1

tahun 2024 sebagaimana table 4 dan table 5, berikut ini :

Tabel 4. Target dan capaian IKU 1 Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama
Target
Tahun
2024

Capaian
Tahun 2024

% Thd
Target

Persentase hasil kelautan dan
perikanan produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan
keamanan pangan lingkup BKIPM
Ambon

70% 100% 142,86%

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU 1 Tahun 2024

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan PerikananMeningkat

IK.1 Persentase hasil kelautan dan perikanan produksi primer yangmemenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM
Ambon

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM Ambon 2020-2024

2019 2020 2021 2022 2023 Target
2024

Realisasi
Tahun
2024

% Realisasi terhadap
target thn 2024

Target % Capaian Terhadap Target
Renstra

- - - 100% 100% 70% 100% 142,86 70% 142,86
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IKU 2
Persentase hasil kelautan dan perikana sektor produksi pasca
panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen

yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran

dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan

dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP

dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan

standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas

Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan

Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus

diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan

pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang

bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan

Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui

penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian

kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap

dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas,

memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi

Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk

perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan

mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);

2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
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3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau

luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan

berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses,

dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani

dan/atau diolah.

Pada tahun 2024 sertifikasi penerapan PMMT/HACCP dan SKP

dilaksanakan pada 17 Unit Pengolahan Ikan di Provinsi Maluku yakni

terdapat 40 ruang lingkup HACCP dan 8 Sertifikasi Kelayanan

Pengolahan Ikan,sertifikasi

penerapan HACCP dan SKP telah terbit sesuai dengan target

yang direncanakan sehingga realisasi mencapai 100% dari target target

indikator sebesar 70%, maka persentase capaian terhadap target

sebesar 142,86%. Pelaksanaan sertifikasi HACCP dapat dilihat pada

Gambar 6.

Gambar 6. Surveilan Penerapan HACCP
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Capaian indikator ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun

2021 sebesar 175% maka terjadi persentase penurunan sebesar 43%,

jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 130% maka

persentase penurunan sebesar 23% dan jika dibandingkan dengan

realisasi tahun 2023 maka persentase penurunan sebesar 13,04%.

Capaian indikator persentase hasil kelautan dan perikanan

produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan

pangan lingkup BKIPM Ambon dibandingkan dengan target pada

rencana strategis BKIPM Ambon 2020-2024 maka persentase realisasi

indikator ini mencapai 142,86%. data dukung indikator kinerja ini berupa

rekapitulasi sertifikasi ruang lingkup HACCP dan rekapitulasi sertifikasi

SKP tertera pada lampiran 3.

Capaian indikator persentase hasil kelautan dan perikanan

produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan

pangan lingkup BKIPM Ambon dapat dilihat pada tabel 6 dan 7 sebagai

berikut:

Tabel 6. Realisasi IKU 2 Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama
Target Tahun

2024
Capaian Tahun

2024
% Thd
Target

Persentase hasil kelautan
dan perikanan produksi
pasca panen yang
memenuhi standar mutu
dan keamanan pangan
lingkup BKIPM Ambon

70% 100% 142,86%
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Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 2 pada Tahun 2024

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan PerikananMeningkat
IK.2 Persentase hasil kelautan dan perikanan produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

lingkup BKIPM Ambon

RealisasiTahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM Ambon
2020-2024

2019 2020 2021
(%)

2022
(%)

2023 (%)
Target

thn 2024
(%)

Realisasi
Tahun 2024

% Realisasi
terhadap target

thn 2024

Target
(%)

% Capaian
terhadap
target
Renstra

- - 175,00 130,00 115,00 70,00 100,00 142,86 70,00 142,86

IKU 3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI
lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi

bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan

keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil

perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di

wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres

01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui

monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia

berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP. Salah satu peran

BKIPM Ambon dalam penerapan Sistema Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan disampaikan Kepala BKIPM Ambon dalam dialog

dengan TVRI Maluku, yang dapat dilihat pada Gambar 7.
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Gambar 7. Dialog peran BKIPM Ambon dalam peneraparan Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Provinsi Maluku

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang

konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar

Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh

masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana

prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter

uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan

parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah

Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang

dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang

menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang

bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Balai KIPM Ambon adalah

egiatan monitoring kesegaran ikan yang bertujuan untuk melihat

ketersediaan stok ikan yang dikonsumsi masyarakat, melaksanakan

pengawasan mutu produk perikanan di pasar untuk memastikan produk

yang dikonsumsi masyarakat aman dan berkualitas serta mengecek

harga komoditi perikanan pada saat Natal dan Tahun baru 2025, yang

dapat dilihat pada Gambar 8.
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Gambar 8. Monitoring Kesegaran ikan dalam rangka Natal dan Tahun
Baru 2025 di Pasar Mardika Ambon

Adapun Target indikator kinerja IKU ini sebesar 70%, Hasil

pengukuran indikator kinerja persentase pengawasan mutu hasil

perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Ambon adalah target

sebanyak 1 lokasi dan telah dilakukan pengawasan pada lokasi tersebut,

sehingga realisasi sebesar 100%, persentase capaian terhadap target

sebesar 142,86%. dokumen pendukung capaian indikator berupa

laporan pengawasan disajikan pada lampiran 4.

Capain indikator ini jika dibandingkan dengan target pada

Rencana Strategis Balai KIPM Ambon tahun 2020-2024 sebesar 70%

maka persetase capaian sebesar 142,86%. Hasil capaian indikator ini

disajikan pada tabel 8 dan 9 sebagai berikut:
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Tabel 8. Target dan capaian IKU 3 Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama
Target Tahun

2024
Capaian

Tahun2024
% Thd Target

Persentase pengawasan
mutu hasil perikanan di
wilayah RI lingkup UPT
Balai KIPM Ambon

70% 100% 142,86%

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU 3 Tahun 2024

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan PerikananMeningkat
IK.3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM Ambon 2020-2024

2019 2020 2021 2022 2023
Target

thn 2024
(%)

Realisasi
Tahun

2024 (%)

% Realisasi
terhadap
target thn

2024

Target
% Capaian

terhadap target
Renstra

- - - - - 70,00 100,00 142,86 70,00 142,86

IKU 4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara
tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh

negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan

dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan

volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap

produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang

ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah

memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak

dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk

memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi

terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.
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Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang

menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi

persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti

pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah

diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Penyerehan sertifikat HACCP dan sertifikat Traceability dapat dilihat

pada Gambar 9, dan kegtan stufing ekspor dapat dilihat pada Gambar

10.

Gambar 9. Penyerahan sertifikat HACCP dan Sertifikat Traceability
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Gambar 10. Kegiatan stuffing ekspor yang dilaksanakan di PT. Wahana
Lestari Investama

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja ini dilakukan

dengan dengan menghitung jumlah HC yang diterbitkan melalui hasil

inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan system yang

diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi dikurangi

dengan jumlah HC yang ditolak negara tujuan kemudian dibagi dengan

jumlah HC yang diterbitkan.

Sesuai dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh BKIPM

Ambon sampai dengan triwulan IV tahun 2024, volume ekspor komoditi

perikanan non hidup provinsi maluku 2.828.340 kg, jika dibandingkan

dengan capaian pada triwulan IV tahun 2023 sebesai 1.865.125 kg

maka terjadi kenaikan sebesar 52%. Untuk komoditi perikanan hidup

sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar 21.734 ekor, jika

dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 118.410 ekor

maka terjadi Penurunan sebesar 82 %. Nilai ekspor komoditi perikanan
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Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar USD

15.052.513 jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar

USD 10.988.949, maka terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar 37 %.

Komoditi perikanan maluku sampai dengan triwulan IV tahun

2024 diekspor ke 11 negara yaitu China, Japan, Vietnam, Singapore,

United States, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Saudi Arabia, Korea

(South), dan Mexico. Ekspor komoditi perikanan Maluku periode

Triwulan IV tahun 2024 didominasi oleh Udang Vaname, Tuna, Todak,

Kerapu, dan Kepiting Bakau Hidup. Data ekspor komoditi perikanan

Maluku disajikan pada Gambar 11 dibawah:

Gambar 11. Data Ekspor Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator kinerja rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang

diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon

pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 99%, data ekspor tahun 2024

sebanyak 364 sertifikasi ekspor, dari penerbitan HC tersebut diterima

oleh negara tujuan sebanyak 364 sertfikasi, sehingga capaian indikator

ini pada tahun 2024 adalah 100% dengan persentase capaian 101,01%.
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Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan realiasi tahun

2021 s.d 2023 yakni sebesar 100%, maka indikator memiliki realisasi

yang sama pada tahun 2024. jika indikator ini dibandingkan dengan

target pada Rencana Strategis tahun 2020-224 maka persentase

capaian sebesar 101.01%

Target yang telah ditetapkan dapat tercapai karena sejak tahun

2021 BKIPM Ambon melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan

dengan membuat beberapa terobosan seperti program jemput bola yang

dalam implementasinya, BKIPM Ambon melakukan kunjungan langsung

ke UPI untuk sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan

mutu dan keamanan hasil perikanan serta manfaat yang diperoleh

dengan penerapan system jaminan tersebut. Selain program jemput

bola, BKIPM Ambon juga rutin melaksanakan kegiatan temu mitra.

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media untuk melakukan diskusi,

sharing informasi dan keluhan dari pelaku usaha terkait dengan layanan

yang telah diberikan oleh BKIPM Ambon. Terkait dengan keluhan

ataupun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, sedapat

mungkin langsung ditindaklanjuti pada pertemuan tersebut.

Hasil pengukuran indikator rasio ekspor ikan dan hasil

perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai

KIPM Ambon disajikan pada tabel 10 dan 11.

Tabel 10. Capaian IKU 4 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2024

Realisasi
Tahun 2004

% Thd
Target

Rasio ekspor ikan dan hasil
perikanan yang diterima oleh
negara tujuan ekspor lingkup UPT
Balai KIPM Ambon

99% 100% 101,01%
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Tabel 11. Target dan Realisasi IKU 4 Tahun 2024

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan PerikananMeningkat
IK.4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM Ambon 2020-
2024

2019 2020 2021 2022 2023
Target

Thn 2024
(%)

Realisasi
Tahun

2024 (%)

% Realisasi
terhadap target
Tahun 2024

Target
(%)

% Capaian
terhadap

Target Renstra

- - 100,00 100,00 100,00 99,00 100,00 101,01 99,00 101,01

Sasaran Program : Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat,
akuntabel dan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan :Pengendalian Sistem Jamnn Mutu Keamana
Hasil Kelautan dan Perikanan Yng Konsisten
Sesuai Standar.

IKU 5
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu
laboratorium penguji dan lembaga inspkesi lingkup Balai
Ambon (UPI)

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu

laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian

dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang

berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan

dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian

terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor

tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati

pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor

rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem

manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium

pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan

untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium

penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap

validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri
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Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu

laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang

dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;

2. Acuan Normatif;

3. Persyaratan Umum;

4. Persyaratan Struktural;

5. Persyaratan Sumber Daya;

6. Persyaratan Proses;

7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk

Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis,

standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi

menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai

dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-

rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020)

yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum

2. Persyaratan Struktural

3. Persyaratan Sumberdaya

4. Persyaratan Proses

5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pengukuran untuk indikator kinerja nilai pemenuhan

penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga

inspkesi lingkup Balai Ambon yaitu dengan menghitung persentase nilai

penerapan ISO 17020 dan persentase penerapan ISO 17025. Gambar

12 menampilkan Pelaksanaan kegiatan Surveilan I SNI ISO/IEC
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17020:2012 dan Surveilan II SNI ISO//IEC 17025:2017 yang dapat

dilihat pada Gambar 13.

Gambar 12. Kegiatan survailan I SNI ISO/IEC 17020:2012 di BKIPM
Ambon, pada tanggal 13 Agustus 2024

Gambar 13. Kegiatan survailan II SNI ISO/IEC 17025:2017 di BKIPM
Ambon, pada tanggal 24 oktober 2024
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Target Indikator Kinerja nilai pemenuhan penerapan sistem

manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspkesi lingkup

Balai KIPM Ambon pada tahun 2024 ditargetkan 70%, realisasi capaian

Indikator ini telah memenuhi penerapan ISO 17020 dan ISO 17025,

dengan demikian realisasi capaian indikator sebesar 100%, persentase

capaian terhadap target sebesar 142,86%, data penerapan ISO 17020

dan ISO 17025 disajikan pada lampiran 6, Hasil pengukuran kinerja

untuk indikator ini disajikan pada tabel 12 dan 13 sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian IKU 5 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2024

Realisasi
Tahun 2024

% Thd Target

Nilai pemenuhan penerapan
sistem manajemen mutu
laboratorium penguji dan
lembaga inspkesi lingkup Balai
Ambon

70% 100% 142,86%

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU 5 Tahun 2024

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan PerikananMeningkat
IK.5 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspkesi lingkup Balai KIPM Ambon

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM Ambon 2020-2024

2019 2020 2021 2022 2023 Target thn
2024 (%)

Realisasi
Tahun

2024 (%)

% Realisasi terhadap
target thn 2024

Target
(%)

% Capaian terhadap
target Renstra

- - - - - 70% 100% 142,86 70% 142,86

IKU 6 Index kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM
Ambon (Index)

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup BKIPM Ambon

adalah suatu ukuran untuk mengetahui persepsi customer terkait

dengan pelayanan yang diberikan oleh BKIPM Ambon kepada seluruh

customer. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25
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Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17

Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik; dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun

2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan. BKIPM Ambon terus berkomitmen untuk memberikan

kepuasan pelayanan terhadap pengguna layanan pada BKIPM Ambon

dengan memberikanan pelayanan 24 jam sebagaimana Gambar 14.

Gambar 14. Pelayanan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
pada hari Libur Nasional 29 Januari 2025

Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

layanan yang telah diberikan oleh BKIPM Ambon maka dilakukan survey

setiap 3 (tiga) bulan sekali. Survey tersebut dilakukan secara online

melalui link http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm, link tersebut di berikan
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kepada pengguna jasa yang pernah di berikan layanan sertifkasi baik

ekspor, impor maupun layanan sertifikasi domestik pada masa penilaian

kepuasan pelanggan dan masing masing pengguna jasa mengisi survey.

Survey yang dilakukan dengan memberikan kuesioner yang mana pada

keusioner tersebut 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

3. Waktu pelayanan

4. Biaya/Tarif

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana

7. Perilaku Pelaksana

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

9. Sarana dan Prasarana

Hasil survey tersebut menjadi dasar BKIPM Ambon untuk

melakukan perbaikan sistem layanan untuk semua produk layanan yang

dimanfaatkan oleh masyarakat. Indikator kinerja Nilai survei kepuasan

masyarakat layanan publik di UPT BKIPM Ambon (nilai) ditargetkan

pada triwulan IV tahun 2024 dengan index 3,36, realisasi triwulan IV

capaian indikator ini adalah sebesar index 4 dengan kategori sangat

baik, dengan persentase capaian sebesar 119,05%. Jika capaian

indikator ini dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis tahun

2020-2024 maka persentase capaian sebesar 119,05%.

Jika capaia indikator ini dibandingkan dengan capaian TW-IV

tahun 2022 dengnan indeks 3.69 (92,31) maka indikator ini naik 0,08%,

jika dibandingkan dengan capaian TW-IV tahun 2023 dengan indeks
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3,89 (97,29) maka capaian indikator ini naik 0,03%. Jika capaian

indikator ini dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis Balai

KIPM Ambon tahun 2020-2024 maka persentase capaian sebesar

119,05%. Berikut Gambar 15 menampilkan realisasi Indeks kepuasan

masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Ambon (Index):

Gambar 15. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan
TW-IV

Dengan hasil survey IKM ini menunjukkan bahwa upaya-upaya

yang dilakukan oleh BKIPM Ambon dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk

layanan serta janji layanan BKIPM Ambon sudah berjalan dengan

sangat baik.

Data dukung indikator ini berupa laporan IKM pada tahun 2024

disajikan pada lampiran 7 dan hasil capaian indikator kinerja secara rinci

disajikan pada table 14 dan 15 sebagai berikut:
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Tabel 14. Capaian IKU 6 dan Target pada tahun 2024

Indikator Kinerja Utama
Target Tahun

2024
Realisasi

Tahun 2024
% Thd
Target

Index kepuasan masyarakat
terhadap layanan UPT Balai
KIPM Ambon (Index)

3,36 4 119,05%

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU 6 pada Tahun 2024

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan
IK.6 Index kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Ambon (Index)

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM Ambon
2020-2024

2019 2020 2021 2022 2023 Target thn
2024

Realisasi
Tahun 2024

% Realisasi
terhadap
target 2024

Target
% Capaian
terhadap

target Renstra

- - - - - 3,36 4,00 119,05 3,36 119,05

IKU 7
Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon
(Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap

profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki

untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah

ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan

kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai

ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38

Tahun 2018). Dalam uapaya peningkatan Indeks profesionalisme ASN

lingkup Balai KIPM Ambon, maka setiap senin dilaksanakan Apel

Integritas, Breafing dan Doa Bersama (Gambar 16) yang bertujuan

untuk mengingatkan pegawai agar selalu berintegritas tinggi dalam

melayani Masyarakat.



55

Gambar 16. Pelaksanaan Kegiatan Apel Integritas, Breafing Pagi dan
Doa Bersama di BKIPM Ambon

Adapun Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran

kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro

SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan

Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks

profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut: Nilai diukur

setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir

yang telah dicapai, meliputi:

a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)

b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)

c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
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e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA

Sederajat

f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan

kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi:

DiklatKepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam

Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan

Seminar/Workshop/Konferensi/Setara terakhir dengan formula

sebagai berikut:
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3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kienerja PNS, yang

meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Prilaku kerja,

dengan formula sebagai berikut:

4. Disiplin diukur dari indikator Riwayat penjatuhan hukuman disiplin

yang pernah dialami meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman

disiplin, dan b. pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang,

berat) dengan formula sebagai berikut:

5. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat

diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan pangkat

terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pencantuman

gelsar yang sudah diupdate pada Aplikasi SIMPEG Online KKP.
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b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP

dengan ketentuan sebagai berikut :

 Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis,

Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat

jabatannya.

 Pejabat struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM

sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan seminar

dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN

Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks) pada tahun 2024 sebesar 89,3 jika

dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yakni 86, maka

persentase capaian indikator ini sebesar 103,84%. Jika dibandingkan

dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 81,96 maka realisasi tahun

2024 meningkat sebesar 8,33%, jika dibandingkan dengan capaian

pada tahun 2022 sebesar 84,72 maka capaian indikator IP ASN 2024

meningkat 5,13%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023

sebesar 90,23 maka capaian indikator ini turun sebesar 8,92%, Jika

capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM

Ambon (Indeks) dibandingkan dengan target pada rencana strategis

Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai

103,84%.

Data dukung capaian indikator ini berupa tangkap layar hasil

pengukuran IP ASN pada aplikasi IP ASN Biro Kepegawaian

Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 disajikan pada

lampiran 8. untuk hasil pengukuran capaian indikator ini disajikan pada

tabel 16 dan 17 sebagai berikut:



59

Tabel 16. Capaian IKU 7 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama
Target Tahun

2024
Realisasi Tahun

2024
% Thd Target

Index profesionalitas ASN
lingkup Balai KIPM Ambon
(Index)

86 89,3 104,84%

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 7 Tahun 2024

SP.3 Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM
IK.7 Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM Ambon
2020-2024

2019 2020 2021 2022 2023
Target thn

2024
Realisasi Tahun

2024

% Realisasi
terhadap target

thn 2024
Target

% Capaian
terhadap target

Renstra

- - 81,86 84,72 90,23 86,00 89,30 103,84 86,00 103,84

IKU 8 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Ambon

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan

sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan

organisasi. Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi dan pegawai selama triwulan tertentu. Penilaian dalam

rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 Aspek yakni: 1. Aspek Kepatuhan 2.

Aspek Kesesuain 3. Aspek Ketercapaian.

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi

akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja

yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut

ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback)

perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan

peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
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Target nilai Penilaian Mandiri SAKIP BKIPM Ambon pada tahun

2024 yaitu 82. Pengukuran indikator kinerja ini akan menyentuh

beberapa aspek seperti: kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan,

kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan

efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja rekonsiliasi kinerja

BKIPM Ambon akan diukur pada akhir tahun 2024.

Indikator kinerja nilai penilaian mandiri SAKIP lingkupBalai

KIPM Ambon pada tahun 2024 hasil pengukuran kinerja untuk indikator

ini menunjukkan capaian nilai 83,75 dengan persentase 102,13%.

capaian tesebut jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021

dengan nilai 90,07, realisasi tahun 2024 menurun sebesar 7,02%, jika

dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 dengan nilai 96,7

maka capaian indikator ini menurun 13,39%, jika dibandingkan dengan

capaian pada tahun 2023 dengan nilai 88,55 maka capaian indikator ini

menurun 0,05%, dan jika capaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi

kinerja dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM

Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 102,13%.

Data dukung capaian indikator ini berupa hasil penilaian mandiri

SAKIP dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan dengan nomor:B.12/BKIPM.1/RC.610/I/2025 tanggal 2

Januari 2025 disajikan pada lampiran 9. untuk hasil pengukuran kinerja

ini disajikan pada tabel 18 dan 19 sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian IKU 8 dan Target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama
Target Tahun

2024
Realisasi Tahun

2024
% Thd Target

Nilai penilaian mandiri SAKIP
lingkup Balai KIPM Ambon
(Nilai)

82 83,75 102,13%
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Tabel 19. Target dan Realisasi IKU 8 pada Tahun 2024

SP.3 Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM
IK.8 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM Ambon 2020-
2024

2019 2020 2021 2022 2023 Target thn
2024

Realisasi
Tahun 2024

% Realisasi
terhadap
target thn

2024

Target % Capaian terhadap
target Renstra

- - 90,07 96,70 88,55 82,00 83,75 102,13 82,00 102,13

IKU 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM
Ambon (%)

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja

perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk

menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas

perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran

yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian

Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV

Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta

Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai

Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi

yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap

indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori

Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;

2. Baik, apabila NKA >80 – 90;

3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;

4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
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5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Indikator kinerja nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup

Balai KIPM Ambon pada tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 71 dan

hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian

sebesar 85 dengan persentase 119,72%. Capaian indikator ini sesuai

dengan nota dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan

Perikanan nomor:182/SJ.2/TU.210/I/225 tanggal 15 Janari 2025

disajikan pada lampiran 10. untuk hasil pengukuran indiktor kinerja ini

disajikan pad tabe 20 dan 21 sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian IKU 9 dan Target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama
Target Tahun

2024
Realisasi Tahun

2024
% Thd Target

Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran lingkup Balai KIPM
Ambon (Nilai)

71 85 119,72%

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU 9 pada Tahun 2024

SP.3 Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM
IK.9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM Ambon 2020-
2024

2019 2020 2021 2022 2023 Target thn 2024 Realisasi
Tahun 2024

% Realisasi
terhadap

target thn 2024
Target % Capaian terhadap

target Renstra

- - - - - 71,00 85,00 119,72 71,00 119,72

IKU 10 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM
lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga harus

dilaksanakan secara berkualitas serta memenuhi indikator kinerja yang
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telah ditargetkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam

mengukur kualitas pelaksanaan anggaran maka Kementerian Keuangan

selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran atau dikenal dengan IKPA. Singkatnya IKPA

merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran

belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang

disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang

terintegrasi pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dijadikan ukuran dan

mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran,

kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan

anggaran.

Penilaian kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga ini

penting, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja birokrasi dalam

pelaksanaan anggaran yang telah direncanakannya. Hal ini tertuang

dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dimana

ada tiga aspek pengukuran dan indikator kinerja. Penilaian pertama

adalah kualitas perencanaan anggaran yakni kesesuaian dengan

perencanaan yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian antara anggaran

yang direncanakan dengan yang direalisasikan sehingga menghasilkan

keluaran (output) dan dampak (outcome) sesuai perencanaan. Bentuk

konkritnya adalah menggambarkan kinerja apakah sesuai dengan

perencanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau terdapat deviasi.

Kemudian yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran yang
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berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dalam

melaksanakan operasionalisasinya sehari-hari. Pengukuran aspek

kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap

kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah

ditetapkan pada DIPA. Ketiga yaitu Hasil Pelaksanaan Anggaran yang

berhubungan dengan program-program yang telah direncanakan

tercapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dan tepat

sasaran. Pelaksanaan anggaran akan lebih ekonomis, efektif dan efisien

jika mematuhi regulasi yang ada, sehingga keluaran dan dampak yang

dihasilkan dapat terlihat nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan 49/SJ.2/RC.610/I/2022

tanggal 11 Januari 2022, bahwa dengan adanya kebijakan Redesain

Sitem Penganggaran (RSPP) yang bertujuan memperbaiki kualitas

perencanaan dan penganggaran, dimana kebijakan tersebut

berpengaruh terhadap penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA). sehingga terjadi perubahan periode pengukuran

menjadi smeesteran. Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 diukur

setiap semester dengan menghitung konversi bobot berdasarkan

evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksaan

anggaran, askpek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas

terhadap terhadap kegiatan dan efesiensi pelaksanaan yang dilakukan

oleh Biro Keuangan-KKP.

1. Revisi DIPA

a) Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam

kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam

kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).

b) Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang

triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka
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revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

 Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar

sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam

revisi DIPA (pagu tetap).

 Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan

revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan

frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun

Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

a) Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per

bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan

anggaran yang dilakukan pada suatu satker.

b) Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat

penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi

kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu

DIPA.

c) Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk

rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun

anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

• Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh

satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan

penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran

dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian

Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.

• Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan

pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III
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DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal

pada Satker.

3. Pengelolaan UP

a) SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas

penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.

b) Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai

(tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).

c) Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar

belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-

masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

• Seluruh satker agar memperhatikan triwulan pengajuan SPM

GUP dariSP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30

hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan

keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang

terlambat.

4. LPJ Bendahara

a) LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana

pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.

b) LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya

jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.

c) Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi

SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melalukan

upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
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• Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban,

dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal

10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terveri ikasi

oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak

a) Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan

nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung

menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah).

b) ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak

tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal

penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan:

• Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar

senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan

waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja

setelah ditanda tangani dan dipastikan veri ikasi kebenaran data

kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

a) Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian

tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai)

yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak

diatas Rp 200 Juta).

b) Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-

lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah

diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.
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Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar

senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan

waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja

Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-

tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar

teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM

terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran

a) Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara

proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%),

(40%), I (60%), dan V (90%).

b) Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif,

dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih

diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

• Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar

senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran

secara proporsional dari pagu DIPA efektif.

• Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan

dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir

tahun.

8. Retur SP2D

a) Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah

SP2D total yang telah terbit.
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b) Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin

bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

• Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar

senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses

dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan

keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/

penerima pembayaran.

• Diperlukan proses kon irmasi atas status aktif rekening

penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar

berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak

lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan KAS

a) Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian

renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis

transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).

b) Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas

Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

• Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar

senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan

waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi

pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang

memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari

kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan

pengajuan SPM ke KPPN.
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10. Pengembalian/kesalahan SPM

a) Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat

kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.

b) tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

• Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar

senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan

waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja

Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST

ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu,

satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian

pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Ambon

(Nilai) pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 93,76 sesuai dengan

Renstra BKIPM Ambon, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa

nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Ambon

pada tahun 2024 yaitu 96.53 dari target 93,63 dengan persentase

capaian sebesar 102,95%, dimana capaian ini dipengaruhi oleh Nilai

IKPA pada point Deviasi Halaman III DIPA yang memuat Rencana

Penarikan Dana (RPD) dalam pelaksanaan realisasi anggaran terdapat

deviasi yang mengakibatkan nilai tidak tercapai maksimal yang

seharusnya mendapat nilai 15 point, namun hanya mendapat nilai 12,38,

hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara sub bagian dalam

merencanakan kegiatan dan realisasi anggaran. Realisasi Nilai IKPA

tahun 2024 jika dibandingkann dengan realisasi pada tahun 2020

sebesar 97,23% maka realisasi tahun 2024 menurun 0,72%, jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2021 senilai 94,53 maka capaian
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indikator ini naik 2,12%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

senilai 97,57 maka realisasi tahun 2024 turun sebesar 1,07%, jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2023 senilai 93,63 maka capaian

indikator ini naik 3,10% dan jika capaian nilai indikator kinerja

pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan target pada rencana

strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 sebesar 93,76 maka realisasi

indikator ini mencapai 102.95%.

Capaian indikator kinerja ini sesuai dengan nilai yag diperoleh

atas penilaian Kementerian Keuangan melalui Kantor Perbendaharaan

Negara yang tercantum dalam aplikasi OM SPAN yakni sebagaimana

ditampilkanpada gambar 17 berikut ini :

Gambar 17. Hasil Capaian IKPA sesuai Aplikasi OM SPAN Kementerian
Keuangan

Data dukung capaian indikator Nilai Indikator Pelaksanaan

Anggaran berupa tangkap layar hasil penilaian IKPA pada aplikasi OM

SPAN Kementerian Keuangan disajikan pada lampiran 11, untuk target
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dan pengukuran capaian indikator ini disajikan pada tabel 22 dan 23

sebagai berikut:

Tabel 22. Capaian IKU 10 dan Target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama
Target Tahun

2024
Realisasi Tahun

2024
% Thd Target

Nilai indikator pelaksanaan
anggaran lingkup Balai KIPM
Ambon (Nilai)

93,76 96,53 102,95%

Tabel 23. Target dan Realisasi IKU 10 pada Tahun 2024

SP.3 Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM
IK.10 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM Ambon
2020-2024

2019 2020 2021 2022 2023
Target thn

2024
Realisasi Tahun

2024

% Realisasi
terhadap
target thn

2024

Target
% Capaian

terhadap target
Renstra

- 97,23 94,53 97,57 93,63 93,76 96,53 102,95 93,76 102,95

IKU 11 Penyelesasian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan

pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan

pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure),

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas

sistem pengendalian intern.
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Formula perhitungan Indikator Penyelesasian temuan BPK

Lingkup Balai KIPM Ambon (%) sebagai berikut:

=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑃𝐾 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑝 𝑈𝑃𝑇 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑃𝐾 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑝 𝑈𝑃𝑇
𝑋 100%

Pada tahun 2024 BKP RI telah melaksanakan pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Kemengterian Kelautan dan Perikanan secara

umum dan BKIPM secara khusus beserta Unit Pelaksana Teknis lingkup

BKIPM, berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Nota Dinas Inspektorat

Jenderal KKP nomor: 1628/ITJ.0/TU.210/IX/2024 tanggal 30 September

2024 menunjukan batas toleransi materialitas temuan pengawasa

eksternal (BPK RI) untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar

0,0939% dan untuk BKIPM sebesar 0,0023%, dimana dari hasil

pemeriksaan Balai KIPM Ambon tidak terdapat temuan, dengan

demikian untuk capaian indikator penyelesaian temuan BPK terealisasi

100%.

Data dukung capaian indikator kinerja penyelesaian temuan BPK

berupa Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP disajikan pada lampiran 12,

untuk target dan pengukuran capaian indikator ini disajikan pada tabel

24 dan 25 sebagai berikut:

Tabel 24. Capaian IKU 11 dan Target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2024

Realisasi
Tahun 2024

% Thd Target

Penyelesaian temuan BPK
lingkup Balai KIPM Ambon (%) 93,76 96,53 102,95%
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Tabel 25. Target dan Realisasi IKU 11 pada Tahun 2024

SP.3 Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM
IK.11 Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM Ambon 2020-2024

2019 2020 2021 2022 2023
Target thn

2024
Realisasi

Tahun 2024

% Realisasi
terhadap

target thn 2024
Target

% Capaian
terhadap target

Renstra

- - - - - 100% 100% 100% 100% 100%

IKU 12
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai
KIPM Ambon (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang

dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Ambon adalah

jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada

BKIPM Ambon berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan

Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) tahun 2024 yang telah

ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh BKIPM Ambon yang menjadi objek

pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang

digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman

pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan

pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu triwulan

LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang

diterbitkan sampai dengan bulan Desember 2023, temuan yang telah

ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS)

sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Dari seluruh rekomendasi

yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP

yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan

dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan
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penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada

Inspektorat Jenderal KKP. Pengukuran IKU Persentase jumlah

rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan

kinerja lingkup BKIPM dilakukan secara triwulanan dengan target

kumulatif tahunan sebesar 80%. Pengukuran dengan menggunakan

rumus:

: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang
telah

ditindaklanjuti oleh BKIPM Ambon
: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang

diberikan
kepada BKIPM Ambon

Audit kinerja dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2023. Adapun

beberapa temuan dan rekomendasi yaitu :

A. Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon
Tahun 2023

Terdapat 4 (Empat) temuan dan 6 (Enam) rekomendasi dari

Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Aplikasi Sidak nomor:

R.129/ITJ.4/HP.430/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan terkait Kebijakan Pelayanan

Dengan rekomendasi yaitu Kepala BKIPM Ambon agar :

a. Melakukan reviu Standar Pelayanan secara berkala (tahunan)

dengan memasukan hasil SKM dan pengaduan atau saran

dari Masyarakat

b. Menambah fitur/informasi hasil SKM di Aplikasi BKIPM Mobile.
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2. Temuan terkait Saran dan Prasana

- BKIPM Ambon agar memperbaiki ruang laktasi/ruang bermain

anak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan.

3. Temuan terkait Sistem Informasi Pelayanan Publik

a. Menambah informasi kontak konsultasi dan pengaduan pada

website BKIPM Ambon

b. Membuat rencana kerja pengelola informasi dan dokumentasi

secara harian beserta data dukung

4. Temuan terkait Inovasi

- BKIPM Ambon agar berkoordinasi secara tertulis kepada

Sekretariat Badan KIPM terkait dengan pengusulan

keikutsertaan Aplikasi SILAPA TUA dalam lomba inovasi

2. Hasil Evaluasi PNBP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM)
Ambon.

Terdapat 2 (Dua) temuan dengan 11 (Sebelas) rekomendasi

dari Evaluasi PNBP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM Ambon

Pada Aplikasi Sidak nomor: R.147/ITJ.4/HP.470/VI/2023 tanggal 27

Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan Terdapat Pengambilan jumlah Sampel Pengujian

Organoleptik Tidak Sesuai Ketentuan, dengan rekomendasi yaitu :

a. BKIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada

seluruh Petugas Pengambil Contoh Uji untuk lebih cermat

dalam menentukan jumlah sampel uji organoleptik sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

2. Temuan terkait kegiatan Surveilans Monitoring Penerapan CKIB

belum sesuai ketentuan, dengan rekomendasi sebagai berikut :
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a. Berkoordinasi secara tertulis dengan Kepala Pusat karantina

Ikan, terkait dengan kejelasan pungutan PNBP uji

laboratorium sampel pada kegiatan Monitoring dan Surveilans

CKIB

b. Melakukan telaah dan/atau kajian terkait pelaksanaan

kegiatan Monitoring dan Surveilans CKIB di BKIPM Ambon

terkait dengan keterbatasan sumber daya dan menyampaikan

hasilnya kepada Kepala Badan KIPM

c. Menyusun Mekanisme/SOP kegiatan monitoring dan

surveilans dengan memanfaatkan aplikasi SILAPA TUA

d. Menegur secara tertulis kepada Sub Kordinator Tata

Pelayanan selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan

Ikan atas: a) Kelalaiannya tidak melakukan monitoring dan

surveilans sesuai dengan ketentuan; b) Ketidakcermatan

dalam penyusunan perencanaan monitoring dan surveilans

serta menyampaikan jadwal kegiatan bulanan Surveilans

HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan kepada IKI.

e. Memerintahkan kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan

selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan Ikan agar

menyusun ulang jadwal rencana monitoring dan surveilans

dengan mempertimbangkan penggunaan aplikasi SILAPA

TUA dan menyampaikan kepada seluruh Inspektur Karantina.

f. Melakukan sosialisasi CKIB kepada 4 (empat) IKI yang telah

tersertifikasi CKIB.

g. Menegur secara tertulis kepada Petugas karantina/mutu

karena lalai dalam penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk

perikanan ekspor.
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h. Melakukan pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan

produk perikanan ekspor diseluruh wilayah kerja lingkup Balai

Karantina Ambon antara lain dengan: a) Melakukan

monitoring secara berkala (bulanan): b) Membuat mekanisme

monitoring dan survailan pada IKI yang berlokasi diluar pulau

Ambon

i. Memerintahkan secara tertulis kepada Verifikator/Inspektur

Mutu/ Petugas Karantina agar lebih cermat dalam

menentukan jumlah sampel

j. Kepada Kepala Badan KIPM agar memerintahkan secara

tertulis kepada Kepala BKIPM Ambon agar lebih cermat

dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen

persyaratan Laporan Hasil Pengujian dan melakukan

pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk

perikanan ekspor.

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan telah

dinyatakan tuntas sesuai dengan Berita Acara Pemantauan Tindak

lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor:

2551.05.10/ITJ/PL.420/X/2023.

Target Pencapaian indikator kinerja Rekomendasi hasil

pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai

KIPM Ambon (%) pada tahun 2024 sebesar 80%. Pada tahun 2024 tidak

terdapat rekomendasi hasil pengawasan APIP Internal KKP. Akan tetapi

pada tahun sebelumnya terdapat rekomendasi APIP KKP sebanyak 79

rekomendasi namun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjut 100%,

sehingga capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% degan
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persentase capaian sebesar 125%. jika capaian indikator ini

dibandingkan dengan capaian tahun 2019 s.d 2024 senilai 100% maka

indikator ini mempunyai capaian yang sama pada tahun 2024, dan Jika

dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar

80% maka persentase capaian indikator ini sebesar 125%.

Data dukung capaian indikator kinerja Rekomendasi hasil

pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Baai

KIPM Ambon (%) berupa tangkap layar hasil tindak lanjut rekomendasi

pada aplikasi SIDAK disajikan pada lampiran 13, untuk target dan hasil

pengukuran secara rinci disajikan pada table 26 dan 27 sebagai berikut:

Tabel 26. Capaian IKU 12 dan Target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2024

Capaian Tahun
2024

% Thd Target

Rekomendasi hasil pengawasan
yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja lingkup Balai
KIPM Ambon (%)

80% 100% 125%

Tabel 27. Target dan Realisasi IKU 12 pada Tahun 2024

SP.3 Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM
IK.12 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Ambon (%)

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM Ambon 2020-2024

2019 2020 2021 2022 2023
Target thn

2024
Realisasi

Tahun 2024

% Realisasi
terhadap target

thn 2024
Target

% Capaian
terhadap target

Renstra

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00
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IKU 13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup
BKIPM Ambon (%)

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

BKIPM Lingkup BKIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran

yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan

Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan

bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi

pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan

penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar,

mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan

kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan.

Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan

kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan

aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2023 indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan

Barang/Jasa, BKIPM Ambon memiliki target 80% sebagai suatu ukuran

untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam

mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang

berlaku.

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada V yang diukur

berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

b. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP

(20%)

c. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan

melalui SPSE (30%)
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d. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).

e. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Target indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan

Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada Tahun 2024 sebesar

80%, capaian indikator ini sebesar 84,34 dengan persentase capaian

sebesar 105,43%, jika capaian ini dibandingkan dengan capaian tahun

2021 sebesar 79,56% maka capaian tahun 2024 naik 6,01%, jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 78,26% maka

capaian tahun 2024 naik 7,77%, dan Jika dibandingkan dengan target

pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 80% maka persentase

capaian indikator ini sebesar 105,43%.

Data dukung capaian indikator ini berupa hasil penilaian dari

Inspektorat Jenderal KKP dengan nomor B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024

tanggal 10 Desember 2024 disajikan ada lampiran 14, untuk target dan

hasil pengkuran indikator kinerja ini disajikan pada tabel 28 dan 29

sebagai berikut:

Tabel 28. Capaian IKU 13 dan Target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama
Target Tahun

2024
Capaian Tahun

2024
% Thd Target

Tingkat keaptuhan pengadaan
barang/jasa lingkup Balai KIPM
Ambon (%)

80% 84,34% 105,43%

Tabel 29. Target dan Realisasi IKU 13 pada Tahun 2024

SP.3 Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM
IK.13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM Ambon
2020-2024

2019 2020 2021 2022 2023
Target thn

2024
Realisasi

Tahun 2024
% Realisasi terhadap

target thn 2024 Target
% Capaian
terhadap

target Renstra

- - - 79,56% 78,26% 80% 84,34% 105,43 80% 105,43
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IKU 14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM
Ambon (%)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu

kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan

sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti

dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan

berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk

memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN,

Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas

Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP sebadai salah satu

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021. Hal ini ditujukan untuk

mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi

pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu

ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan

intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup

KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai

dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun

2023 (bobot 10%);
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2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk

pengadaan belanja modal hingga tahun 2024 baik ke pengguna

barang dan pengelola barang (bobot 25%);

3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi

aset) Tahun 2022-2024 yang diselesaikan di Tahun 2024 (25%).

4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di

dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian

(bobot 25%);

5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara

tepat waktu (bobot 20%).

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan Lingkup Balai

KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang

menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan lingkup BKIPM

Ambon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan

Lingkup Balai KIPM Ambon pada Tahun 2024 ditargetkan dengan nilai

80%, hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menunjukkan

bahwa Balai KIPM Ambon memperoleh nilai 97,50% dengan persentase

capaian sebesar 121,88%, jika capaian ini dibandingkan dengan tahun

2022 sebesar 97,50% berarti tahun 2024 mempunyai capaian yang

sama, jika dibandingkan dengan capai tahun 2023 sebesar 96,11%

maka capaian tahun 2024 naik sebesar 1,45%, dan jika dibandingkan

dengan target pada rencana strategis 2020-2024 maka persentase

capaian sebesar 121,88%.

Data dukung capaian kinerja ini berupa hasil penilaian dari

BKIPM disajikan pada lampiran 15. untuk target dan pengukuran secara

rinci disajikan pada tabel 30 dan 31 sebagai berikut:
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Tabel 30. Capaian IKU 14 dan Target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Target Tahun
2024

Capaian Tahun
2024

% Thd Target

Tingkat keaptuhan BMN lingkup
Balai KIPM Ambon (%)

80% 97,50% 121,88%

Tabel 31. Target dan Realisasi IKU 14 pada Tahun 2024

SP.3 Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM
IK.14 Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024 Renstra BKIPM Ambon
2020-2024

2019 2020 2021 2022 2023 Target thn
2024

Realisasi
Tahun 2024

% Realisasi
terhadap target thn

2024
Target

% Capaian
terhadap

target Renstra

- - - 97,50% 96,11% 80% 97,50% 121,88 80% 121,88

5.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, Balai KIPM Ambon mendapat

anggaran yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja

Negara (APBN) dalam Program Pengembangan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan jumlah

anggaran (DIPA Awal) sebesar Rp.8.515.535.000,- (delapan miliar lima

ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan Revisi

DIPA terakhir sebesar Rp. 5.396.566.000 (lima miliar tiga ratus

Sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Anggaran tersebut sudah termasuk untuk penyelengaraan kegiatan

yang dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar

Rp.34.510.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Revisi anggaran ini disebabkan oleh terbitnya Peraturan Presiden

Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan

Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian

Kelautan dan Perikanan. Dimana dengan terbitnya peraturan tersebut
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Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan (BKIPM), telah bertransformasi menjadi Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BKIPM) sehingga

tugas perkarantinaan ikan yang dulunya dikerjakan oleh BKIPM

Sekarang telah beralih fungsi ke Badan Karantina Indonesia (BKI), maka

secara otomatis anggaran perkarantinaan ikan dialihkan ke BKI.

Pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 tersebut terdiri atas

realisasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp.2.543.454.38,- atau

99.58%, realisasi anggaran belanja barang sebesar Rp.2.803.653.762,-

atau 98,64% dan di tahun 2024 ini Balai KIPM Ambon tidak tersedia

anggaran untuk belanja modal. Pagu dan realisasi anggaran sesuai

jenis belanja dapat dilihat pada tabel 32 sebagai berikut.

Tabel 32. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Uraian Pagu Realisasi (Rp) Realisasi (%)
Belanja Pegawai 2.554.278.000 2.543.454.381 99,58%

Belanja Barang 2.842.288.000 2.803.653.762 98,64%

Belanja Modal 0 0 0

Jumlah 5.396.566.000 5.347.108.143 99.58%

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon tahun 2024

untuk setiap kegiatan disajikan pada tabel 33.
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Tabel 33. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2024

Program/ Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

Program

Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 5,335,176,000 5,319,385,326 99,70

Kegiatan

Pengendalian Mutu 295,828,000 295,673,028 99,95

Manajemen Mutu 132,525,000 132,043,800 99,64

Dukungan Manajemen Internal Lingkup
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan

4,906,823,000 4,891,668,498 99,69
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja pada

tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang

dijadwalkan telah dilaksanakan Balai KIPM Ambon dan berhasil

mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada Tahun

2024 adalah sebesar 111,49. Nilai ini diperoleh dari pencapaian

Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai

KIPM Ambon.

Sasaran dan indikator kinerja tahun 2024, dibagi menjadi 4

Triwulan, dengan sasaran kegiatan sebanyak 4 sasaran strategis, pada

triwulan I Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 7 (tujuh) indikator

kinerja kegiatan, pada triwulan II sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja

kegiatan, pada triwulan III sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja utama,

dan pada triwulan IV sebanyak 14 (empat belas) indikator kinerja

kegiatan. Hasil pengukuran kinerja pada tahun 2024 menunjukkan ada

13 (tiga belas) indikator kinerja yang realisasi pencapaiannya melebihi

target yang telah ditetapkan dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja

kegiatan yang sesuai target, yaitu Penyelesaia temua BPK Lingkup

Balai KIPM Ambon.

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran

2024 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-

032.13.2.649750/2024 Tanggal 30 November 2024 setelah direvisi
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sebesar Rp.5.396.566.000,- (lima milyar tiga ratus sembilam puluh

enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut

sudah termasuk untuk penyelengaraan kegiatan yang dibiayai oleh

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.34.510.000,- (tiga

puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupah). Pencapaian realisasi

anggaran tahun 2024 tersebut terdiri atas realisasi anggaran belanja

pegawai sebesar Rp.2.543.454.38,- atau 99.58%, realisasi anggaran

belanja barang sebesar Rp.2.803.653.762,- atau 98,64% dan di tahun

2024 ini Balai KIPM Ambon tidak tersedia anggaran untuk belanja

modal.

Dalam rangka efisiensi anggaran BPPMHKP Ambon melakukan

strategi untuk seluruh kegiatan pengawasan mutu produk perikanan di

Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan sekitarnya, Kepala

BPPMHKP Ambon menugaskan 2 (dua) Inspektur Mutu sejak bulan

Maret sampai dengan bulan Juni untuk melayani pelaku usaha dalam

rangka sertifikasi mutu dan keamanan hasil periklanan, sehingga tidak

diperlakukan lagi biaya perjalanan dinas berulang kali untuk setiap

melakukan pengawasan di wilayah tersebut. Hal ini berdampak

signifikan dimana semula untuk 1 kali kegiatan pengawasan baik

Inspeksi atau surveilan membutuhkan anggaran kurang lebih untuk 2

(dua) inspektur mutu sekitar 10 juta, dengan hadirnya inspektur mutu

tersebut tidak lagi membutuhkan anggaran perjalanan dinas pada

wilayah tersebut. Kemudian BPPMHKP Ambon juga melakukan inovasi

dengan membuat Aplikasi Silapatua (Sistem Layanan Cepat Virtual)

untuk mengakomodir kegiatan inspksi dan surveilan yang dilakukan

secara online, hal ini juga berdampak pada efisiensi anggaran
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perjalanan dinas, sehingga anggaran dapat digunakan untuk kegiatan

lainnya. Bukti implementasi aplikasi Silaptua sebagai berikut:

4.2 Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan kualitas pelaporan

hasil capaian kinerja pada BKIPM Ambon maka direkomendasikan

beberapa poin, diantaranya:

1. Dalam pelaksanaan sertifikasi CPIB Kapal tahun 2024 beru

tersertifikasi sebanyak 5 kapal, mengingat jumlah kapal di Provinsi

Maluku cukup banyak diharapkan agar BKIPM Ambon dapat

meningkatkan jumlah sertifikasi CPIB kapal, sehingga jaminan mutu

produk perikanan di atas kapal tercapai.

2. Mengingat dengan adanya penghematan anggaran di tahun 2024,

diharapkan agar Inspektur Mutu BKIPM Ambon dalam

melaksanakan kegiatan Inspeksi dan Surveilan ke UPI dapat

memaksilkan penggunaan Aplikasi SILAPATUA, sehingga efisiensi

anggaran dapat maksimal.

3. Untuk lebih meningkatkan nilai survei kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan di BKIPM Ambon, diharapkan agar petugas pelayanan
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memberikan informasi kepada pengguna jasa baik secara langsung

maupun melalui media elektornik agar memberikan penilaian atas

pelayanan yang didapat dari BKIPM Ambon.

Pada Laporan Kinerja triwulan III tahun 2024, ada 3 (tiga) rekomendasi

yang dihasilkan yaitu:

1. Dalam pelaksanaan surveilance sistem traceability menambahkan

rekomendasi, tindak lanjut, dan batas tindak lanjut pada Laporan

Singkat Hasil Verifikasi Traceability sesuai hasil verifikasi surveilance

sistem traceability.

2. Realisasi anggaran untuk kegiatan standarisasi sistem dan

kepatuhan masih sangat rendah yaitu baru terealisasi 11,59%, oleh

karena itu direkomendasikan kepada Kepala Suba Bagian Umum

BKIPM Ambon untuk melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan di

bidang standarisasi sistem dan kepatuhan.

3. Untuk lebih meningkatkan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran

(IKPA), diharapkan agar pelaksanaan realisasi anggaran

dilaksanakan sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman

III DIPA karena tingkat deviasi antara realisasi anggaran dan rencana

penarikan dana dapat mempengaruhi nilai IKPA.

Rekomendasi pada laporan kinerja tahun 2024 seluruhnya telah

ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa tindakan perbaikan,

diantaranya:

1. Dalam pelaksanaan surveilan sistem traceability Inspektur Mutu

dalam melaksanakan tugas telah menambahkan rekomendasi, tindak

lanjut, dan batas tindak lanjut pada Laporan Singkat Hasil Verifikasi

Traceability sesuai hasil verifikasi surveilance sistem traceability.

2. Realisasi anggaran untuk kegiatan standarisasi sistem dan

kepatuhan yang telah direvisi menjadi kegiatan Manajemen Mutu
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telah terealisasi anggaran sebesar 92,02% atau sebesar

Rp.132.043.800, hal dapat dilihat pada realisasi anggaran pada

Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan sebagaimana gambar 18

berikut ini:

Gambar 18. Data Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan

3. Untuk rekomendasi terkait dengan rencana penarikan dana pada

halaman-III DIPA belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dan

anggaran, akan tetapi secara akumulasi dari seluruh unsur penilaian

capaian IKPA BKIPM Ambon telah mencapai target bahkan realisasi

melebihi target. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian IKPA

semester II tahun 2024 sebagaimana gambar 19 :
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Gambar 19. Data Indikator Pelaksanaan Anggaran Balai KIPM Ambon

Laporan Kinerja BKIPM Ambon tahun 2024 ini diharapkan dapat

menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang

serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan

yang baik (good governance), selain itu Laporan Kinerja juga

diharapkan dapat menjadi sumbangsih penting dalam penyusunan

dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana

Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan

Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Ambon, 15 Januari 2025

Kepala BKIPM Ambon

Muhammad Hatta Arisandi
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai KIPM Ambon



82



83



84

Lampiran 2. Rekapitulasi Data Inspeksi dan Sertifikasi CPIB Tahun 2024
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Lampiran 3. Rekapitulasi Data Ruang Lingkup UPI di Balai KIPM Ambon Tahun 2024
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Lampiran 4. Laporan Kegiatan Monev Kesegaran Ikan pada Sentra Penjualan Ikan di
Kota Ambon
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Survei ke Pasar Tradisional Mardika – Kota Ambon
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Lampiran 5. Daftar Sertifkasi Mutu dan Daftar Import Refusal Tahun 2024
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Lampiran 6. Data Capaian IKU Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Tahun 2024
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Lampiran 7. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024



112



113



114



115



116

Lampiran 8. Capaian Index Profesionalitas ASN Balai KIPM Ambon Tahun 2024
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Lampiran 9. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024
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Lampiran 10. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024
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Lampiran 11. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai KIPM Ambon
Tahun 2024
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Lampiran 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Toleransi Materialitas Temuan
Pengawasan Eksternal BPK tahun 2024
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Lampiran 13. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Ambon Tahun 2024



124

Lampiran 14. Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan PBJ pada
Balai KIPM Ambon
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Lampiran 15. Hasil Penilaian Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN Tahun 2024
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